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Amar Putusan :   Dalam Provisi: 

    Menolak permohonan provisi para Pemohon. 

    Dalam Pokok Permohonan: 
    Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

Tanggal Putusan : Rabu, 22 Juli 2020. 
Ikhtisar Putusan : 

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini 

menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 
merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-

Undang, in casu UU Pilkada. Menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 134 ayat (4), 
Pasal 134 ayat (5) dan Pasal 134 ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada yang tidak 
memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama dihadapan hukum yang apabila kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal 
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a quo merupakan “hari kalender” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 
UU Pilkada. Hari kalender memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan hari kerja, 

yang mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari Sabtu dan hari Minggu serta hari 
libur nasional. Hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit 

karena hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional termasuk bagian yang 
dihitung. Maka hal itu akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya 
melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat 
(1) UUD 1945; 

 Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena para Pemohon menguji Undang-
Undang, in casu Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 
ayat (2) UU Pilkada, maka Mahkamah berwenang mengadili dan memutus Permohonan 

a quo. 

 Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, oleh karena para Pemohon 

telah dapat menerangkan anggapan kerugian atau setidak-tidaknya kerugian potensial 
yang dialami atau yang akan dialami para Pemohon dengan berlakunya Pasal 134 ayat 
(4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada yang 

diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya. Sehingga dengan demikian, 
menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai 

Pemohon dalam permohonan a quo. 

 Bahwa permohonan Provisi para Pemohon yang meminta kepada Mahkamah 
untuk menjadikan perkara a quo sebagai prioritas agar dapat diputuskan sebelum 

dilaksanakannya tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dan/atau setidak-
tidaknya sebelum tahapan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon 

perseorangan di tingkat desa/kelurahan. Terhadap alasan permohonan provisi para 
Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena tahapan penyelenggaraan pemilihan 
pilkada telah diubah sebagai konsekuensi perubahan jadwal pemungutan suara 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka 
alasan permohonan Provisi dimaksud tidak relavan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga 

harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 

 Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon, Mahkamah 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

 Pertama, bahwa makna “hari” sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (4), Pasal 
134 ayat (5), dan Pasal 134 ayat (6), dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada sebagai hari 

kalender merupakan makna yang sama bagi seluruh maksud kata “hari” dalam UU 
Pilkada. Semua tenggang waktu pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada diukur 

menggunakan “hari” kalender, kecuali untuk beberapa hal khusus yang secara tegas 
menggunakan kata “hari kerja”. Perihal kata “hari” dalam ketentuan norma a quo 
ditentukan sebagai hari kerja sebagaimana didalilkan para Pemohon, sementara norma 

lain terkait tenggang waktu pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tetap 
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menggunakan ukuran “hari kalender” maka akan sangat mungkin terjadi kesenjangan dan 
ketidaksinkronan ukuran tenggang waktu pelaksanaan tahapan yang pada gilirannya 

potensial menimbulkan/berdampak pada ketidakpastian perihal penyelesaian tahapan 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena hal tersebut potensial 

menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dengan sendirinya memaknai kata “hari” 
dalam pasal-pasal a quo dapat merusak desain tahapan pemilihan kepala daerah yang 
secara ketat telah diperhitungkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk 

pasal-pasal yang dimohonkan para Pemohon.   

Bahwa pengaturan mekanisme dan batas waktu penanganan pelanggaran dan 

penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam norma-
norma a quo sama sekali tidak dapat dikualifikasikan telah menyebabkan tidak adanya 
jaminan kepastian hukum. Sebab, dalam pasal-pasal dimaksud sama sekali tidak 

ditemukan adanya ketidakjelasan, ketidaklengkapan ataupun pengaturan yang multitafsir. 
Mekanisme penanganan laporan dan penyelesaian sengketa telah diatur secara jelas 

dengan batas waktu yang juga pasti, sehingga proses penanganan pelanggaran pun 
sesungguhnya sudah memenuhi standar kepastian hukum. Bahkan dengan ketentuan a 
quo, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota dapat dikatakan telah memiliki 

panduan hukum yang jelas dalam melakukan penanganan pelanggaran dan 
penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pilkada.  

 Bahwa hal ihwal optimal atau tidaknya pelaksanaan penanganan pelanggaran dan 
penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah oleh Bawaslu sebagaimana yang juga 
didalilkan oleh para Pemohon, bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan 

masalah implementasi norma. Dalam arti, hal tersebut terkait bagaimana Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota mengatur atau membuat desain serta strategi 

pengawasan dan penegakan hukum pemilihan kepala daerah yang lebih efektif, sehingga 
tenggat waktu berdasarkan ukuran hari kalender yang disediakan undang-undang dapat 
dipenuhi secara baik dan optimal. Oleh karena norma-norma a quo tidak mengandung 

ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan para Pemohon, maka dalil para Pemohon 
sepanjang makna hari sebagai hari kalender telah menyebabkan terjadinya 

ketidakpastian hukum tidak beralasan menurut hukum.  

 Kedua, bahwa terkait lama waktu tindak lanjut terhadap laporan yang telah dikaji 
dan terbukti kebenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) dan jangka waktu 

untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
134 ayat (6) UU Pilkada, hal ini juga berkaitan atau tidak dapat dipisahkan dengan beban 

kerja dan lingkup kerja penanganan pelanggaran dan sengketa dalam penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah. 

 Bahwa dengan membandingkan beban kerja penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah dengan beban kerja penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang 
dilaksanakan tahun 2019, beban kerja pemilihan umum jauh lebih berat dalam berbagai 

aspek dibandingkan beban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Beban tersebut 
termasuk beban kerja penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan 
kepala daerah yang tentunya tidaklah seberat penanganan pelanggaran dan sengketa 

pemilihan umum terutama pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan aspek 
beban kerja dimaksud, membandingkan batas waktu yang disediakan  dalam 
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penyelesaian pelanggaran Pilkada dengan tenggang waktu penyelesaian pelanggaran 
pemilu merupakan sesuatu yang tidak tepat.  

 Bahwa dari aspek kepesertaan, misalnya, pemilihan kepala daerah hanya diikuti 
oleh satu jenis peserta pemilihan, yaitu pasangan calon. Jumlah pasangan calon peserta 

pemilihan kepala daerah juga terbatas. Terbatasnya jumlah peserta berdampak terhadap 
fokusnya proses pengawasan pemilihan dan berpotensi untuk lebih kecilnya jumlah 
pelanggaran dibandingkan yang terjadi dalam pemilu . Lebih jauh, hal demikian juga linear 

dengan kasus pelanggaran yang akan ditangani. Dengan beban kerja yang tidak seberat 
pemilihan umum anggota legislatif, jumlah peserta yang lebih sederhana serta potensi 

jumlah kasus yang tidak akan sebanyak kasus pemilu, maka lebih pendeknya waktu 
penanganan pelanggaran Pilkada dibandingkan Pemilu merupakan kebijakan hukum 
yang dapat diterima. Justru, menyamakan standar waktu penanganan antara 

penyelenggaraan pemilihan umum dengan beban kerja yang jauh lebih tinggi dengan 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang lebih rendah dapat dinilai sebagai 

kebijakan yang kurang proporsional. Oleh karena itu, dalil para Pemohon perihal telah 
terjadi ketidakpastian akibat berbedanya pengaturan tenggang waktu dalam UU Pilkada 
dengan UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum. 

 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo, kebijakan hukum 
pembentuk undang-undang dalam menentukan tenggang waktu penanganan 

pelanggaran dan penyelesaian sengketa pilkada sebagaimana dituangkan dalam norma-
norma a quo masih dalam kerangka prinsip proporsionalitas dan kejelasan pengaturan 
terkait mekanisme dan tenggang waktu penanganan pelanggaran Pilkada. Sekalipun 

tenggang waktu penanganan pelanggaran Pilkada berbeda dengan tenggang waktu 
penanganan pelanggaran Pemilu, namun kebijakan hukum dimaksud masih proporsional 

ditinjau dari aspek perbedaan beban kerja penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. 

 Bahwa selanjutnya, pengaturan mekanisme dan tenggang waktu penanganan 
pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pilkada dapat saja berubah sesuai kebutuhan 

hukum. Apakah mekanisme dan tenggang waktu dimaksud akan disamakan atau tetap 
dibedakan, hal tersebut sepenuhnya tergantung pada pertimbangan pembentuk undang-

undang. Hanya saja, pilihan kebijakan pengaturan mekanisme dan tenggang waktu 
dimaksud harus tetap memperhatikan aspek kepastian hukum penanganan pelanggaran 
dan kesesuaian waktu penanganan dengan waktu pelaksanaan tahapan Pilkada. 

Terlebih, sebagaimana dikemukakan di atas, proses penanganan pelanggaran maupun 
tindak pidana dalam perselisihan hasil pemilihan harus ditangani secara terintegrasi dan 

cepat, oleh lembaga yang diberikan kewenangan masing-masing, bahkan hal-hal yang 
berkaitan dengan badan peradilan diperlukan proses yang bersifat “speedy trial”; 

Dengan demikian, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah menjatuhkan putusan 

yang amar putusannya sebagai berikut: 

Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi para Pemohon 
Dalam Pokok Permohonan: 
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 


